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QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA
NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN HASIL BUMI TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PEMANFAATAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa dalam upava peningkatan pelavanan Kepada masvarakat petani dalam
Kota Langsa sesuai semangat otonomi Daerah, maka perlu diatur tata
pemanfaatan air tanah agar Pendistribusiannva lebih tepat guna, tepat sasaran
terhadap volume air tanah agar lebih efektit dan efisien penggunaannva kepada
masvarakat ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka menjaga kontinuitas
produksi pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, Hortikultura,
Perikanan, dan Peternakan perlu diatur Pemberian Izin Operasional terhadap
peralatan dimaksud dalam bentuk pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan
guna menjaga/ meningkatkan mutu serta kualitas pelayanan untuk berdava guna
dan berhasil guna pada masvarakat pemakai/pengguna jasa ;

bahwa disamping pengaturan pendistribusian Air Tanah dimaksud, Izin
Operasional alat dan peralatannya, maka dipandang perlu pengaturan pungutan
retribusi Perizinan hasil bumi Produksi Tanaman Pangan, Holtikutura dan
pemanfaatan air tanah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD); |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan ¢

perlu diatur dalam suatu Qanun (Peraturan Daerah).

: 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom

Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemeritahan Daerah ;

4. Undang...



Menetapkan

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dengan Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemeritahan Daerah ;

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa ;

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi
Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang prosedur
Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara
Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

12. Keputusan Mentri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP. 250/11/1998 Tanggal 4
November 1998 Tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padji,

Huller dan Penggosongan Beras.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

: QANUN (PERATURAN DEARAH) KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI

PERIZINAN HASIL. BUMI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PEMANFAATAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa ;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah otonom sebagai
badan eksekutif daerah ;

Kepala Daerah adalah Walikota Langsa;

Walikota adalah Walikota Langsa ;

»

Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa ;

S

Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kelautan
Kota Langsa ;

7. Kepala Dipenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa ;

8. Kepala.......
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11.

12.

14.

15.

16.

18.

Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian,Peternakan dan
Perikanan Kelautan Kota Langsa ;

Pejabat adalah Pegawai vang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan vang berlaku ;
Hasil Bumi Tanaman Pangan adalah Dengan Jenis Hasil bumi padi-padian,
palawija, buah-buahan, savur-savuran, dan Bunga-bungaan yang berada dalam
Kota Langsa ;

Air Tanah adalah berasal dari Sumur Dalam, Sumur Bor, Pompanisasi atau
sejenisnya vang dimanfaatkan untuk masvarakat dalam wilavah Kota Langsa ;
Retribusi Perizinan adalah Retribusi atau kegiatan tertentu dalam wilayah
Pemerintahan Walikota Langsa dalam memberi izin pada orang/Pribadi atau
Badan/Institusi yang dimaksud untuk pemberian, Pengaturan, Pengendalian
dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya
alam, barang, Prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan ;

Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas,
Perseroan Komanditer atau perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan Sarana apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,
Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenisnva, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk
Usaha Tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya ;

Retribusi Izin Penggunaan vang selanjutnya disebut Retribusi adalah
Pembayaran atas Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang Pribadi atau
badan dilokasi tertentu yvang menimbulkan bahava, Kerugian dan Gangguan
tidak termasuk tempat Usaha vang lokasinva telah ditunjuk oleh Pemerintah
Pusat atau Daerah ;

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan vang menurut Peraturan
Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayvaran
Retribusi ;

Masa Retribusi adalah Jangka Waktu Tertentu yang Merupakan Batas Waktu
tertentu bagi Wajib rertribusi untuk Pemantaatan Jasa Pelavanan atas Perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
Surat Pendaftaran Retribusi Daerah vang selanjutnva dapat disingkat SPRD
adalah surat vang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melapor data objek
Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembavaran vang berhutang menurut
peraturan Perundang- Undangan Retribusi Daerah ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selanjutnva dapat disingkat SKRD

adalah surat keputusan yang memutuskan besarnva jumlah Retribusi Daerah ;

19. Surat.......



19.

20.

21.

23.

24,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar untuk selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah Surat Keputusan vang menentukan besarnva jumlah Retribusi
vang, terhutang, Jumlah Kredit Retribusi, Jumlah kekurangan Pokok, besarnya
denda Administrasi dan jumlah yang harus dibavar ;

Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yvang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar Tambahan yang selanjutnya
dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan Pembavaran Retribusi kerena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari
pada yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah vang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa
bunga dan atau denda ;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap
SKRD, SKRDBT, SKRLDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh
Pihak ketiga vang diajukan oleh Wajib Retribusi ;

Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka Pengawasan , Kepatuhan

Pemenuhan Kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Retribusi Daerah.
BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Perizinan, Hasil Bumi Tanaman Pertanian, Peternakan, dan

Perikanan Kelautan serta Pemanfaatan Air Tanah di pungut Retribusi sebagai

Pembavaran atas Pelavanan vang diberikan oleh Pemerintah Kota Langsa.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah sebagai berikut :

1.

O8]

Pembrian Izin Operasional alat-alat mesin pertanian pada orang Pribadi maupun
Badan Usaha dan sejenisnya ;

Hasil Produksi dari semua tanaman pangan dan hortikultura baik vang
bersumber pada usaha tani dan pribadi maupun Badan Usaha dan sejenisnva ;
Pelayanan Pemanfaatan Air Tanah untuk pengelolaan Usaha Tani orang Pribadi
maupun Badan Usaha dan sejenisnva ;

Pelaksanaan dan pemeriksaan pengawasan dengan pengendalian mutu hasil
bumi dan hortikultura dan sejenisnva.

Pasal4 .........



Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Pedagang hasil atau badan usaha dan sejenisnya yang

memasarkan atau mengolah hasil/Produksi Usaha Tanaman Pangan dan

Hortikultura di Daerah.
BAB III
1ZIN OPERASIONAL ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN )
Pasal 5

Izin Operasional (usaha) alat mesin Pertanian (Alsintan) adalah Izin yang dikeluarkan
oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kelautan Pemerintah Kota Langsa
kepada milik pribadi atau badan usaha atau sejenisnva yang mengoperasionalkan alat
mesin traktor, Power threser dan Penggilingan padi dalam Wilayah Pemerintahan
Kota Langsa.

Pasal 6

Setiap Kendaraan Alat-alat mesin pertanian yang pemiliknva berdomisili didalam

Kota Langsa, masa berlaku Izin Operasionalnya diberi selama satu tahun.

Pasal 7

Setiap Kendaraan alat-alat mesin pertanian yang pemiliknya berdomisili di luar
daerah dan akan melakukan Operasionalnya di dalam Kota Langsa diharuskan

memiliki [zin operasional dengan masa berlakunva selama 6 bulan.

BAB 1V
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8

Retribusi Perizinan, hasil bumi tanaman pangan dan horikultura serta pemanfaatan

Air Tanah digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu dan jasa usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dapat di golongkan sebagai berikut :
1. Untuk perizinan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat/besarnya
pelavanan vang diberikan oleh Pemeritah Kota serta wilavah operasional alat-alat

vang diizinkan ;



)

(1)

(1)

(2)

Untuk hasil bumi tanaman pangan dan hortikultura diukur berdasarkan,
kapasitas produksi dan tingkat pelayanan, pengawasan yang diberikan oleh
Pemerintah Kota Langsa ;

Bentuk Pemanfaatan Air Tanah diukur berdasarkan jumlah pemanfaatan air oleh

petani serta tingkat pelavanan, dibidang tehnis vang diberikan oleh Pemerintah

Kota.
BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
berdasarkan untuk menutupi biava penvelenggaraan, pemberian izin,
pemeriksaan, pengendalian mutu serta biaya perbaikan dan operasional air ;
Biava sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. Meliputi biava Pemeriksaan lokasi / alat-alat pertanian ;

b. Biava pengawasan dan pemeriksaan mutu produk pertanian serta biava

lainnya.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 11

Struktur dan besarnva tarift Retribusi dapat digolongkan menurut jenis

pelavanan vang diberikan oleh Pemerintah Kota Langsa ;

Besarnva tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat 1 (satu) pasal ini
sebagai berikut :

a. Untuk hasil bumi tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut :

No. | Jenis Hasil Bumi Tanaman Besarnya
Pangan dan Hortikultura Tarif Retriribusi

B 3 3
1. 1‘ Gabah Padi : Rp. 10 / Kg
2. | Beras No. 1 | Rp. 20/ Kg
3. Beras No. 2 Rp. 15/ Kg
-4 Beras Import < Rp. 25/ Kg
| 5| Dedak Rp. 10 / Kg
6. Abu Sekam Rp.2/ Kg
L - Beras Pulut Rp.20 / Kg
3 Tepung Beras ‘ Rp. 10/ Kg




1 2 3

9. Tepung Terigu Rp. 10/ Kg
10. Tepung Sagu Rp. 10/ Kg
11. Tepung Tapioka Rp. 10 / Kg
12. Jagung Tongkol Rp. 10 / 10 tgk
13. Jagung Pipilan kering Rp.10 / Kg
14. Jagung Giling Rp. 15/ Kg
15. Kacang Kunig Rp. 20 / Kg
16. Kacang Hijau Rp. 10/ Kg
17. Kacang Tanah Rp. 20/ Kg
18. Kacang Merah Rp. 10 / Kg
19. Ubi Kayu (ketela pohon) Rp.2/ Kg
20. Ubi Jalar (ketela Rambat) Rp.2/ Kg
21 Rambutan Rp. 10 / Kg / ikat
22. Langsat Rp. 15/ Kg
23. Durian Rp.10/ Kg
24, Mangga dan Sejenisnya Rp. 15/ Kg
25. Mangga Muda Rp.5/ Kg
26. Duku Rp. 15/ Kg
27. Manggis Rp.10 / Kg
28. Jeruk Manis Rp.20 / Kg
29. Jeruk Purut Rp. 10/ Kg
30. Jeruk Bali Rp. 25/ Kg
31. Jeruk Nipis Rp. 10/ Kg
32. Sawo Rp.10 / Kg
33. Rambe Rp.5/ Kg
34. Semangka Rp.15/ Kg
35. Pepaya Rp. 10/ Kg
36. Nenas Rp.5/ Kg
37. Salak Rp. 10/ Kg
38. Jambu air dan Sejenisnya Rp.2/ Kg
39. Mentimun Rp.5/ Kg
40. Pisang Rp.1/ Kg
41. Nangka Rp. 10 / Kg
42. Cempedak Rp.10 / Kg
43. Alpokat Rp.10 / Kg
44. Bengkuang Rp. 10/ Kg
45. Apel dan Sejenisnya Rp.30 / Kg
46. Anggur Rp.50 / Kg
47. | Cabe Rp.25/ Kg
48. Cabe Hijau Rp. 15/ Kg
49, Bawang Merah Rp. 20/ Kg
50. Bawang Putih Rp.25/ Kg




1 2 3
51. Bawang Pre Rp. 15/ Kg
52. Bawang Bombay Rp.15/ Kg
53. Kentang Rp. 10 / Kg
54. Kool (Kubis) dan Sejenisnya Rp. 10/ Kg
55. Wortel Rp.10 / Kg
56. Lobak Rp. 10 / Kg
57. Buncis Rp. 10 / Kg
58. Kacang Panjang Rp. 10/ Kg
59. Gambas / Kecipir Rp. 10/ Kg
60. Terong Rp.5/ Kg
61. Sawi Rp.5/ Kg
62. Bayam Rp.5/ Kg
63. | Kangkung Rp.5/ Kg
64. Tomat Rp. 10 / Kg
65. | Daun Ubi / Pepaya Rp.5/ Kg
66. Tauge Rp. 10/ Kg
67. Jamur Sayur Rp. 10/ Kg
68. Daun Sop Rp. 10 / Kg
69. | Belimbnig Sayur Rp.5/ Kg
70. Asam Sunti Rp. 10/ Kg
71. Gelugur Rp. 10 / Kg
72. Asam Gelugur Rp. 10 / Kg
73. Jahe Rp.10 / Kg
74. Kunyit Rp. 10/ Kg
75. Temu Lawak Rp.10 / Kg
76. Bunga-Bungaan Rp. 10/ Kg
77. Tanaman Bonsai Rp. 5000 / batang
78. Bibit Tanaman Bunga-Bungaan Rp. 100 / batang
79. Bibit Tanaman Buah-Buahan Rp. 100 / batang
80. Benih Padi-Padian Rp. 20 / Kg
81. Benih Palawija Rp. 20/ Kg
82. Jengkol Rp. 10/ Kg
83. Petai Rp.10 / Kg

h. Riaya Penerbitan Izin operasional sebagai berikut :




No. Jenis Retribusi

Besarnya Tarif

( ALSINTAN)
1. Traktor Besar ( 60 - 65 PK)

A KELOMPOK  ALAT  MESIN  PERTANIAN

Rp. 75. 000 / Tahun

2. Traktor Sedang / Midi (40 -42) Rp. 50.000 / Tahun

3. Traktor Kecil / Mini (30 -35) Rp. 25.000 / Tahun

4. Hand Traktor ( > 10 PK) Rp. 20.000 / Tahun

5. Hand Traktor (< 10 PK) Rp. 15.000 / Tahun

6. Power Thereser ( 5,5 PK)) Rp. 10.000 / Tahun
‘ No. 1 Jenis Retribusi ! Besarnya Tarif

B | KELOMPOK PENGOLAHAN HASIL
| . PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Pemakaian Air Tanah

1 1 Penggiling Padi Kecil ( PPK) (0 - 19 PK)
2 ; Penggitingan Padi Sedang (20 - 50 PK))
: 3 ‘ Penggiling Padi Besar (PPB) ( > 50 PK))
i C ; KELOMPOK PEMAKAIAN AIR
\

D . KELOMPOK SARANA PRODUKSI
a. Pupuk dan sejenisnya
| b. Kapur pertanian dan sejenisnya

|

| " _

| ¢. DPestisida dan sejenisnva
\

Rp. 2000 / PK / Tahun |
Rp. 2500 / Pk / Tahun
Rp. 3000 / PK / Tahun

| Rp. 500 / Rante / Musim Tanan

Rp.10 / Kg
Rp.10/ Kg

i
|
|
|
|

Rp. 25/ Kg / Liter <‘

BAB VIII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi terhutang dipungut sebagai berikut :

a. Untuk Retribusi Perizinan dipungut pada saat izin operasional dikeluarkan pada

tempat pengambilan Retribusi (TPR) ;

b. Untuk hasil bumi tanaman pangan dan hortikultura dipungut langsung disentral

produksi vang berada dalam Wilavah Kota Langsa ;

¢. Apabila hasil bumi tanaman dan hortikultura dijual/dibawa ke daerah lain atau

dimasukkan ke wilavah Kota Langsa dikutip pada pos perbatasan atau pos-pos

lain yang ditentukan oleh dan dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Pemerintah

Kota Langsa ;

d. Untuk Pemanfaatan Air Tanah dipungut langsung pada Petani pemakai Air

Tanah pada sentral vang mendapat pelavanan pemerintah Kota Langsa.



(1)
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BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 13

Masa Retribusi untuk Perizinan adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun
atau ditetapkan lain oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kelautan
menyangkut tehnis pelaksanaannya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan
vang lebih tinggi ;

Masa Retribusi untuk hasil dari tanaman pangan dan hortikultura adalah jangka
waktu lamanya 1 (satu) kali panen/produksi ;

Masa Retribusi untuk pemanfaatan air irigasi adalah jangka waktu lamanya 1

(satu) kali pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 14

Saat retribusi terhutang pada saat ditetapkan SKRD dan atau dokumen lainnya yang

dipersamakan.

1)
(2)

(1)

(2)

)

BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 15

Wajib Retribusi Wajib Mengisi SPDORD ;

SPDORD dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, Benar dan Lengkap
dan ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;

Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagai
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pemerintahan Kota

Langsa.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16

Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 avat (1)
ditetapkan Retribusi terutama dengan penerbitan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan ;

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap vang menyebabkan penambahan jumlah retribusi
yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT ;

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain vang di
persamakan sebagaimana yang dimaksud pada avat (2) menyangkut teknis
pelaksanaannva ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pemerintahan Kota Langsa.

BAB XII........
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BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;

Tata cara pembayaran pemungutan jasa, tempat pembayaran retribusi diatur
oleh Dinas Pendapatan Pemerintahan Kota Langsa ;

Semua hasil pemungutan Retribusi vang dilakukan berdasarkan Qanun
(Peraturan Daerah) ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan

Perundang- Undangan yang berlaku.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar

dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan

dari Retribusi vang terhutang atau kurang dibavar dan ditagih dengan menggunakan

STRD.

)
@

)

(2)

BAB X1V
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19

Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus ;

Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkanniya SKRD atau Dokumen vang lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan STRD ;

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh

Dinas Pendapatan Pemerintahan Kota Langsa.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20

Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain vang
disamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan vang
menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibavar bertambah, vang tidak dan
atau kurang dibayvar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ) ;

Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Perundang- undangan vang berlaku.
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BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 21

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT DAN SKRDLB ;

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan
vang jelas ;

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi,
Waijib Retribusi harus dapat mambuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi
tersebut ;

Kebenaran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
diterbikan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa
jangka itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
Kebenaran yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Avyat
(2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan ;

Pengajuan keberatan dapat menunda kewajiban membayar Retribusi dan

Pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Kebenaran diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan ;
Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang yang terhutang ;
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat (2) telah lewat dan

Walikota tidak memberikan keputusan keberatan vang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan.
BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota Langsa ;

Walikota dalam Jangka Waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Avat
(1) harus memberikan Keputusan ;

(3) Apabila..
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Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah dilampaui dan
Walikota tidak Memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian
kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut ;
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaiman dimaksud pada
Ayat (1) dilakukan dalam Jangka Waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan SKRDLEB ;

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebebesar 2 %

(dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 24

Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara
tertulis kepada Pemerintahan Kota dengan sekurang-kurangnya menyebut:

a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;

b. Masa Retribusi ;

c. Besarnya kelebihan pembayaran ;

d. Alasan vang singkat dan jelas.

Permohonan Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara
langsung atau melalui Pos tercatat ;

Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintahan Kota atau bukti pengiriman Pos

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 25

Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah
membayar kelebihan Retribusi ;

Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang
Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (4) pembayaran
dilakukan dengan pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku

sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 26

Walikota dapat memberikan keringanan dan pembebasan Retribusi;

(2) Pengurangan....
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Pengurangan atau keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada Avat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib pajak
Retribusi dalam rangka Hayatan ;

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh

Walikota.

BAB XIX
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 27

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluarsa telah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, sehingga
apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi ;
Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
b. Ada Pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung. '
BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Pemerintahan Kota diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau dengan paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi vang
terhutang ;

Tindak Pidana vang dimaksud pada Ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 29

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana

dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana ;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti Keterangan atau Laporan
Berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas ;

b. Meneliti...



b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan
Tindak Pidana Retribusi Daerah ;

c. Meminta Keterangan dan Barang Bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi ;

d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan Dokumen-Dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam Rangka Pelaksanan Tugas Penyidikan
Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.

i. Memanggil seseorang untuk mendengar keterangannya yang diperiksa
sebagai tersangka atau saksi ;

j.  Menghentikan Penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak
Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Avat (1) diberitahukan dimulainya

Penyidikan dan menyampaikan Hasil Penyidikan kepada penuntut Umum

sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya Qanun (Peraturan Daerah) ini, maka semua ketentuan yang

bertentangan dengan Qanun (Peraturan Daerah) ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini, menyangkut

tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

Pasal 32 ......



Pasal 32
Qanun (Peraturan Daerah) ini berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

WALIKOAF A LANGSA,

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

rs. AZZUBAIDI A. GANI, MM
Pébina Utama Muda/NIP. 130 526 015
LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA LANGSA TAHUN 2003 NOMOR 19 SERT C




